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PERATURAN BUPATI KARA WANG

NOMOR : 3 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS

UNTUK KELUARGA IVUSKIN (RASKIN)
DI KABUPATEN KARA WANG

DENGAN RAHMAT TL,HAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARA WANG,

Menimbang : b.ilnva dalam rangka cfcktivitas dan cfisicnsi realisasi kcbcrhasilan program
bcras untuk keluarga miskin (Raskin) di Kabupatcn Karawang, pcrlu
menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Program Bcras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Kabupaten Karawang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2
. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;
3

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diuhali beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4
. lnstruksi Presiden Nomor I Tahun 2008 tentang Kebijakan Perbcrasan;

5
. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2005 tentang

Pembentukan Kecamatan pada Daerah Kabupaten Karawang;
6

. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Desa;

7
. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2006 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2006-2010;

8
. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang:
9

. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2.008 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah. Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2006-2010.



MEMUTUSKAN:

Mencmpkan : PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM 1JERAS UNTUK KELUARGA MFSKIN

(RASKIN) Dl KABUPATEN KARAWANG.

Pctunjuk Teknis Pclaksanaan Program Beras untuk Keluarga [Vliskin (Raskin)
Kabupaten Karawang, scbagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras
Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Kabupaten Karawang Tahun 2008, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang me,igctahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerab Kabupaten Karawang.

Pasal 1

Pasal 2

Ditetapkan di Karawang
flSa tgrrggal 2 Pebruari 2©$9

Diundangkan di Karawang
Pebruari 2©09

ÿBRAH KABUPATEN

MIW ANG,

RTASAPUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2009

NOMOR: 3 SERI: J .
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LAMPIRAN ; PERATURAN BUPATIKARAWANG

NOMOR : 3 TAHUN 2009

TANGGAL : 2 PEBRUARI 2009

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS

UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN)
Dl KABUPATEN KARAWANG

I. PENDAHULUAAN

A. Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2008 tentang kebijakan Perberasan
menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non departemen
tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk
melakukan peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan
ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus Perum
BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi
bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya
mengutamakan pengadaan boras dari gabah petani dalam negcri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin
bertujuan untuk mengurangi be ban pengeluaran Rumah Tangga Miskin.
Disamping itu, Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses
masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai
salah satu hak dasar masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Program Raskin merupakan
Program penanggulangan keniiskinan tentang bantuan dan perlindungan sosial
yang bersinergi dengan program pembangunan lainnya seperti perbaikan gizi,
peningkatan kesehatan, pendidiknn dan peningkatan produktivitas masyarakat
Oleh karena itu dalam rangka peningkatan efektifitas Program Raskin,
diperlukan adanya koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait, baik di
tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan dan tingkat desa, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan pengavvasannya dengan mengedepankan peran
penting partisipasi masyarakat. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin
di Kabupaten Karawang ini merupakan acuan koordinasi bagi para pelaksana
program di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan.

B
.
 Dasar Hukum

Dasar pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Karawang :

1
. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;
2

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3
. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan;

4
. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomot 2 Tahun 2005 tentang

Pembentukan Kecamatan padn Daerah Kabupaten Karawang;
5

. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Desa;
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6
. Peraturan Daerah Kabupatcn Karawang Nomor 10 Tahun 2006 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2006-2010;

7
. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
8

. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

9
. Peraturan Daerah Kabupatcn Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Tekr.is
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

C. Tujuan

Adapun-tujuan ditctapkannya Pctunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin
adalah:

1
. Membantu para pelaksana agar mengctahui maksud dan tujuan Program

Raskin sampai dengan melaksar.akannya sesuai dengan ketentuan dan
mekanisme penyaluran/pendistribusian sebagaimana yang telah ditetapkan;

2
. Mcnekan scmaksimal mungkin lerjadinya penyimpangan program;

3
. Menekan semaksimal mungkin terjadinya tunggakan dan keterlambatan

penebusan Raskin;
4. Sebagai podoman dalam pelaksanakan pengawasan, pengendalian dan

pemantauan bagi para pengelola di lapangan

D
.
 Sasaian

Sasaran Program Raskin adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tergolong
sangat miskin, miskin dan hampir miskin hasil pendataan BPS Tahun 2008 yang
selanjutnya disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

E. Pengertian

1
. Rumah Tattgga Sasaran Pcncrinta Manfaat (RTS-PM) RASKIN

adalah Rumah Tangga Miskin hasil pendataan BPS di Desa/Kelurahan yang
berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam Daftar penerima Manfaat
(DPM-1) yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai hasil Musyawarah
Desa/Kelurahan dan disahkan oleh Camat.

2
. Musyawarah Desa/Kelurahan

Merupakan forum pertemuan di tingkat desa/kelurahan sebagai sarana
urituk memverifikasi data RTS BPS dan menetapkan nama-nama RTS-PM
yang masuk dalam DPM-1.

3
.
 Pemkab

Adalah Pemerintah Kabupaten / Kecamatan / Desa/ Kelurahan.

4
. Satuan Kerja (Satker) Raskin

Adalah Unit kerja yang dibentuk Kepala Sub Divisi Regional Perum Bulog
Karawang bertugas mengangkut dan ntcnyerahkan beras kepada pelaksana
distribusi. Satker Raskin diketuai oleh Pegawai Sub Divre Perum Bulog dan
anggotanya terdiri dari pegawai Sub Divre dan di luar Sub Divre yang
ditetapkan melalui Surat Perintah (SP) Kasub Divre Perum Bulog Karawang.
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5
.
 Pelnksana Distribusi

Adalah Kelompok ketja (POKJA) RASKIN di litik distribusi yang terdiri dari
aparat kecamatan, desa/ke!urahan dan institusi kemasyarakatan setempat
termasuk Tim Penggerak (TP) PKK yang ditunjuk oleh Camat. Kades/Lurah
dibantu oleh anggota masyarakat atau institusi kemasyarakatan lainnya yang
bertugas dan berlanggungjawab menyampaikan beras kepada penerima
manfaat RASKIN.

6
. Titik Distribusi

Adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh SATKER RASKIN kepada
pelaksana distribusi di desa/kelurahan yang dapat dijangkau penerima
manfaat Raskin atau lokasi lain yang ditunjuk/ditetapkan atas dasar
kesepakatan secara tertulid antara Pemerintah Daerah dengan Sub Divre.

7
. Penerima Manfaat Rrtsfau

Adalah Rumah Tangga Sasaran (RTS) di desa/kelurahan yang berhak
menerima beras Raskin, hasil dari seleksi melalui proses musyawarah
desa/kelurahan yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang
ditetapkan oleh kepala desa/kelurahan dan disahkan oleh Camat.

S
. Waning Dcsa

Adalah lembaga ekonomi di tingkat Desa/kelurahan, baik milik masyarakat,
koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas
bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainr.ya yang
ditetapkan sebagai tempat penyerahan beras RASKIN dari SATKER RASKIN
kepada pengelola Warung Desa dan sekaligus tempat penjualan beras
peiigelola Warung Desa kepada RTS-PM.

9
.
 Bcms Stavdar Kualitas BULOG

Adalah beras kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama, sesuai

dengan standar kualitas pembelian pemerintah sebagaimana dialur dalam
aturan vang diberlakukan.

II. PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

A
. Prinsip Pengelolaan

Prinsip pengelolaan RASKIN adalah suatu nilai dasar yang selalu menjadi
landasan atau acuan bagi setiap pengambilan keputusan maupun tindakan
vang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Raskin. Prinsip
pengelolaan Raskin terdiri dari :

a. Keherpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)
RASKIN, bermakna mengusahakan RTS-PM untuk dapat memperoleh beras
kualitas baik, cukup sesuai alokasi dan tcrjangkau.

b
. Tmnafuiratisi, keterbukaan dalam membuka akses informasi kepada lintas

pelaku Raskin terutama masyarakat RTS-PM, yang harus mengetahui,
memahami dan mengcrti adanya kegiatan Raskin serta memiliki kebebasan
dalam melakukan pengendalian secara mandiri;
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